
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI /TCEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 6 TATTUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETITPAN RINCIAN DANA GAMPONG
SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

TAHUN ANGGAIR.AN 2O2O

BI S MI LLAHI RRAH MANI RR/.H I M
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH ITANG MAI{A ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tethun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggarein Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara dan Pasai 19
ayat (1) Peraturan Men.teri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 205/PMK.O7 l2Ol.9 tentang Pengelolaan Dana Desa,
Bupati menetapkan rin,:ian Dana Gampong untuk setiap
Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh
Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2O2O;

Mengingat: Undang-Undang Darurert Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah O'lonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58
Tambahan Lembaran },legara Republik Indonesia Nomor
LOe2);

Undang-Undang Nomor 1i Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor (i2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a633);
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3' Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Repurrlik Indonesia i;hrr, 2or4 Nomor 7Tambahan Lembaran Negara i.plur* IndonesiaNomor SagS);

4' Peraturan pemerintah Nomor 4g Tahun 2or4 tentanoPeraturan peraksanaan undang-u"a""g*Nomor 6 r.nrf2014 tentang Desa (Le'mbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2or4-Nomor 12i, 'tambahan r,E*u*u' Nega-ra RepubrikIndonesia Nomor s539), sebagaim;; G; diubah denganPeraturan pemerintah Nornor 1f T"hrr, zoto- prrnbaran NegaraRepublik Indonesia Tar:un 2org Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia No*o. oszrt;
5' Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2or4 tentang DanaDesa Yang Bersumber dari a.rgg-r.r, -pendapatan 

danBelanja Negara (Lembararn Negara frEp"uir. Indonesia Tahun2074 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhirdengan peraturan pernerintah Nomor g Tahun 2016(Lembaran Negara Repr,:rbrik Incronesia Tahun 2016 Nomor57, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor586a);

6. Peraturan presiden NomLor 7g Tahun 2org tentang RincianAnggaran pendapatan dian Belanja ru"g-"* Tahun Anggaran2o2o (Berita Negara Republik r"a6rr""i" Tahun 20rgNomor 22e;
7 ' Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor rr4 Tahun 2otr4tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahurn ZO1+ fVomo. ZOO+1,

8' Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah rertinggar,dan Transmigrasi Nomorj 2 Tahun Io io t."Lng tndeks DesaMembangun (Berita Negrara Republik r"ao"L"ii ffi; ;;iZNomor 300);

9' Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Nomor 11 Tahu^ zotg tentang penetapan
Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2o2o (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2otg Nomor tOtil;

10. Peraturan Menteri Dal*m Negeri Nomor 20 rahun 2olgtentang Pengeloraan Keuangan Desa (Berita Negara RepubrikIndonesia Tahun 2}lg Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Ke,angan Nomor 2oslpMK.oT l2orgtentang Pengeloraan Dzrna Desa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2otg Nomor 1700);

12. Qanun Aceh Nomor s Tahun 2ort tentang Tata caraPembentukan eanun (L,embaran Aceh Tahun 2or| Nomor
10, Tambahan Lembararr Aceh Nomor 3g);

13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2oog tentang
Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2oog Nomor 4, T*mbahan Lembaran Kabupaten AcehUtara Nomor 156);
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14' Qanun Kabupaten Aceh lJtara Nomor 9 Tahun 2otg tentangAnggaran Pendapatan d^n Belarja rauup"i.n Aceh TJtaraTahun Anggaran 2o2o (Lembaran Kabupaten Aceh utaraTahun 2otg Nomor 9);

15' Peraturan Bupati Aceh LTtara Nomor 50 Tahun 2otg tentangPenjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja KabupateriAceh Utara Ta]run Anggaran 2o2o (Berita x"urrprten AcehUtara Tahun 2olg Nomor 50).

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARAPEMBAGIAN DAN PENETI\PAN RINCIAN DANA GAMPONGSETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUNANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas wilayah yang benvening untuk mengatu. a""menguruls urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asar usul,dan/atau hak tradisional yang diatui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negaia Kisatuan Republik Indonesia.

2. P.r1 Gampong adalah crana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Beranja Negara yang diperuntukkai" bagi
llmnons yang ditransfer melalui Rng[aran pendapatan dairBelanja Kabupaten Aceh Utara d; digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyaral.lat.

3. Pernerintah Gampong erdalah Geuchik, Keurani Gampong
(sekretaris Gampong) beserta perangkat Gampong lainnyl
yang memiliki tugas dalam penyelenggara pemerintahan
Gampong.

4. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan
oleh Menteri Da1am Negeri.

5. Geuchik adalah Pimpirran suatu gampong yang memiliki
kewenangan untuk men'yelenggarakan urusan rumah tangga
sendiri.

6. Ttrha Peut adalah unlsur pemerintahan gampong yang
berfungsi sebagai Badan. Permusyawaratan Gampong.

7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya
disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara
Umum Negara untuk rrrelaksanakan sebagian iungsi Kuasa
Bendahara Umum Negara.



-4-

8. Anggaran pendapatan dan
disingkat APBN adalah
pemerintah yang dibahas
Presiden dan DpR.

Belanja Negara yang selanjutnya
Rencana keuangan tahunan
dan disetujui bersama oleh

9. Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh utarayang selanjutnya disingriat ApBK .a.t.h R.rr.u..r. keuangantahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibahasdan disetujui bersama oleh bupati dan DpRK.
10. Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong, yangselanjutnya disingkat ApBG"*po.,"g, .aauh rencanakeuangan tahunan pemerintahan'cr.il,po"g yang dibahasdan disetujui bersama oreh Geuchik dan buha peut.
11' Rekening Kas.Umum Negara yang selanjutnya dingkat RKUNadalah rekening- 

-tempat p"nyirip.nar, ,#S negara yangditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara untuk menampurng seriruh penerimaan negara danmembayar seruruh pengeruaran negara pada bank sentral.
12' Rekening Kas Umum Daerah- yang selanjutnya disingkatRKUD Aceh Utara adarah Rekenin"g t.-flt penyimpananuang pemerintah Kabupaten A.ceh ut.ru'yang ditetapt<anoleh Bupati rlntu_k meorampung seluruh ienerimaan danmembayar seluruh pengelrrarari daerah p.a. Bank y;;;ditetapkan.

13. Rekening K.: Gampong yang selanjutnya disingkat RKGadalah Rekening tempat plrrylr.rp.rr.r, ,^rrg Gamiong yan;ditetapkan oleh Geuchik untuk ,,,.rr.tprrrrg seluruhpenerimaan dan _membilyar seluruh pengeluara^ Gampong
pada Bank yang ditetaplcan.

pENETApAN RINBIAXT'Ia*a cAM po N G

Pasal 2

Peratur_an Bupati in_i menetapkan Rincian Dana Gampong untuk
:.^ti1p Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Aiggaran2o2o sebagaimana tercantum dalam Lampiran I -"yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturai
Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Gampong setiap Gampong dalam Kabupaten Acehutara Tahun Anggaran 2o'.2o, dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.
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Pasal 4

Alokasi dasar setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per
kabupaten dibagi jumlah gampong sebagaimana telah
ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78
Tahun 2OI9 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2Otl,O.

Pasal 5

(1) Alokasi afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Gampong Tertinggal
dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran alokasi afirmasi setiap Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara
Pengalokasian Dana Garnpong.

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c,
dibagi kepada gampong-gampong dengan kinerja terbaik dalam
pengelolaan keuangan gampong, pengelolaan Dana Garnpong,
capaian keluaran (outputl Dana Gampong, dan capaian hasil
(outcome) pembangunan gampong.

Pasal 7

Penghitungan alokasi kine'rja setiap Gampong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot
sebagai berikut:
a. Pengelolaan keuangan gampong dengan bobot 2Oo/o;
b. Pengelolaan Dana Gampong dengan bobot 2Oo/o;
c. Capaian keluaran (output) Darra Gampong dengan bobot

25o/o; darr
d. Capaian hasil (outcome) pembangunan gampong dengan

bobot 35o/o.

Pasal 8

(1) Pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dalam pasal 7
huruf a dinilai dari perubah.an rasio pendapatan Asti
Gampong terhadap total pendapiltan APBGampong dan rasio
belanja bidang pembangSrnan dan pemberdayaan terhadap
bidang APBGampong.

(2) Pengeloaan dana gampong sebagaimana dalam Pasal 7
huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang
pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana
gampong terhadap totzrl dana gampong dan persentase
pengadaan barang jasa dana gampong secara swakelola.
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(3) capaian kefuTal @uttrtut) Dana Gampong sebagaimanadalam pasal T huruf c dinilai dari pi."L",".. realisasianggaran dana gampong dan persentase capaian outputdana gampong

(4) Capaian hasil (outcome). p-embangunan gampong
sebagaimana daram pasial 7 huruf a diniLi dari pJunarrariskol 

- 
I.DM, perubahan status gampong, status gampongterakhir, dan perbaikan jumlah p-enduauf miskin.

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d,dihitung berdasarkin data . j_upiafr p.rrarrarrfu, angkakemiskinan, luas wilayah, dan inieks kesuiitan geografis yangbersumber dari kemenleriar:r yang bervrenang J""l"tau rembagayang menyelenggarakan urusan pemerintahan di uiaaigstatistik.

BAB III
PENYALURI\N DANA GAMPONG

pasal 10

(1) Penyaluran 
_Dana Gamp,ong disalurkan d,ari RKUN ke RKGmelalui RKUD.

(2) Penyaluran dari RKUN ke RKG sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan m.eraiui pemotongan Dana Gampongdan
penyaluran dana hasil pemotonga, Dana Gampong t<e ilxo.

(3) Pemotongan Dana Gannpong clan penyaluran dana hasirpemotongan d_ana gampong ke RKG sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakszrnakan berdasarfan surat kuasapemindahbukuan Dana Gamporrg dari Bupati.
(4) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalanr 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paring lambat

bulan Juni sebesar 4Oo/o (empat puluh persen);
b. tahap II paling cepert bulan Maret dan paling lambat

minggu keempat bu.lan Agustus sebesar 4oo/o (empat
puluh persen); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebe sar 2oo/o (dua puluh
persen).

Pasal 1 1

(1) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepara KppN selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima
dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan
ketentuan:
a. tahap I berupa:

1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian lDana Gampong setiap gampong;

2. Qanun Gampong tentang APBGampong; dan
3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong.
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b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
2.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Gampong sarnpai dengan tahap II menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
9Oo/o (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75o/o

(tujuh puluh lima persen); dan
2. laporan konvergensi pencegahan sturuting tingkat

gampong tahun anggaran sebelumnya.

(2) Bupati bertanggpngjawab untuk menerbitkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Gampong sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Gampong, dan
wajib disampaikan perda saat penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dar, hu.ruf c angka 1 dihitung berdasarkan
rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana ilimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran, dan capaian keluaran.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang
ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah setelah diterima sura.t layak salur dari Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana berdasarkan rekomendasi dari Camat.

(6) Dokumen persyaratan penyaluran dana Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam
bentuk dokumen fisil< (hardcopy) dan/atau dokumen
elektronik (soficopg).

(7) Doicumen elektronik (sqftcopg) sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diolah melalrai aplikasi yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 12

(1) Dalam rangka penl,ampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
Geuchik menyampaikarr dokumen persyaratan penyaluran
kepada Bupati, dengan l<etentuan:
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a. tahap I berupa eanun Gampong tentang ApBGampong;
b. tahap II berupa:

1. laporan rearisasi penyerapan dan capaian keruaran
Dana Gampong tahun anggaran sebelumnl.a; dan

2.laporan rearisasi rf,enyerapan dan capaian keruaran
Dana Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 500/o (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 35zo (tiga puiuh lima pers.rr;; a".,c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Gampglg sarnpai der:rgan tahap 11 menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paring sedikit sesar 90%(sembilan puruh persen) dan raia-r"L 

".pu"ian 
keruaran

menunjukkan_ paling sedikit sebesar rsot" (tujur, purur,
lima persen); dan

2. laporan konvergerrsi pencegahan stunting tingkat
Gampong tahun anggaran sebJlumnya.

(2) capaian keluaran sebagaimana dimaksud pa,Ja ayat (1)huruf b angka 2 dan hu.iuf c angka 1 dihitung berdasarkan
rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(3) Penyusunan raporan .earisasi penyerapan dan capaiankeluaran sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) dilakukansesuai dengan tabel rer.erensi riata bidang, kegiatan, sifatkegiatan, uraian keluaran, vorume keluaran, cara pengadaan
dan capaian keluaran.

(4) Bupati melalui camat melakukan verifikasi kesesuaiandokumen persyaratan penyaluran 
""b"g.i*urru dimaksudpada ayat 

. 
(1) dengan kondisi p"rry"rfp"r, dan capaiankeluaran sebagaimana dimaksud pla" 

"v"iist d"" 
"y"ia).-(5) Hasil verifikasi sebagaim.ana dimaksud pada ayat (4), camatmenyampaikan rekemondasi gampong layak "salur"k.;;a

Kepala Dinas. pemberclayaan Masyirakat, pengendalian
Penduduk dan Keluarga Beiencana, selanjutnyadisampaikan kepada Kepali Br.d"., eengeiotaan Keu'a;g;;Daerah dalam bentuk reriapitulasi gampoig-layak salur. 

o---l

(6) Kepala Badan pengeroiaarn Keua'gan Daerah menyampaikandokumen persyaratan atas germpong yang layak salurkepada Kepala KppN selaku rnn elnyh"r"" DAK Fisik danDana Desa setiap minggu.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud padaayat (4) belum memenuhi kebutulan input data, Geuchikmenyampaikan perubahran taber referensi kepada ilp;;iuntuk dilakukan pemutrakhiran.

(8) Perubahan taber referensi sebagaimana dimaksucr padaayat (6) mengacu pada peraturin yang ditetapkan 'oleh
Kementerian Dalam Nege,ri.
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Pasal 13

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran Dana Gampong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dana Gampong tidak
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(2) Sisa Dana Gampong di RKUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun
anggaran berikutnya.

Pasal 14

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Gampong ke RKG sebagerimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1), Geuchik menyampaikan lembar konfirmasi
penerimaan penyaluran Dana gampong di RKG kepada Kepala
KPPN dan Bupati, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terplsahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 15

(1) Dana Gampong digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan gampong,
pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyara-
katan.

(2) Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan pada saat evaluasi rancangan eanun Gampong
tentang APBGampong.

Pasal 16

ayat (1)
gampong

(1) Pelaksanaan kegiatan yang
berpedoman pada pedoman
Bupati mengenai keg.iatan
Gampong.

dibiayai dari Dana Gampong
teknis yang ditetapkan oleh
yang dibiayai dari Dana

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari
masyarakat Gampong setempat.
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Pasal 17

Geuchik bertanggung jeLwab penuh
penggunaan Dana Gampong.

dan mutlak atas

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas;
a. Sisa Dana Gampong di RKG; dan/atau
b. Capaian keluaran Dana Gampong.

(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa
Dana Gampong di RKG sebagairnana dimaksud pada .y"t f ijhur-uf a terdapat sisa Da.na Gampong di RKG, Bupati :a. meminta penjelasan kepacla Geuchik mengenai sisa

Dana Gampong di RI(G tersebut; dan/ataub. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk
melakukan pemeriksraan.

Pasal 19

(1) Dalam hal Geuchik rrerakukan penyalahgunaan Dana
Gampong, Geuchik dapat diberikan sant<si;

(2) Sanksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berpedoman
pada ketentuan peraturan undang-undangan.

BAB V
PEMANTAIJAN DAN EVALUASI

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Geuchik melakukan rer.:onsiliasi data kumulatif sisa Dana
Gampong Tahun Anggaran 201s sampai dengan 2org di RKG
dengan Bupati paling lanobat aklrir Juni 2O2O.

(2) Geuchik menyetorkan kr-rmulatif sisa Dana Gampong TahunAnggaran 201s sampai dengan 2org di RKG "Lt"["i*"r,"{iqaksud pada ayat (1) ke Rkuo paring rambat akhlr bulanJuli 2O2O.
(3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa DanaGampong Tahun Anggaran 2o1s sampai dengan 2org di RKG

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)-dan dat kumulatif sisa
?."11 Gampong Tahun li,nggaran 2OlS sampai dengan 2}tgdi RKUD dengan Kepala xppN selaku KpA'penyaruran DAKFisik dan Dana Gampong paling rambat akhir bulan
Septembet 2O2O.

(a) Bupa]i menyetorkan kurnulatif sisa Dana Gampong di RKGdan RKUD hasil rekonr;iliasi sebagaimana dimai<Jra pada
ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan oktober 2o2o.



Pasal 2 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
P_eraturan Bupati ini dengan penempatannya - 

daLm g#ta
Kabupaten Aceh Utara.

- 11-

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10Januari 2 OM

15 Jumadil Awal I44t H

BUPATI ACEH UTAR,d-\o.

-J'--t--t--G'-H. MUHAUfrAO THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 J 2020M

15 Jumadil Awal 1441H

S DAERAH,

4
UL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2O2O NOMOR

PARAF KOORDINAS!

Ka. BPKD K,I
Ka. DPMPPKB I'P.
Kabag. Hukum Setdakab l,b


